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BAB V 
PENUTUP 
1. Kesimllulan 
a Ketentuan mengenai Iisensi hak merek dalam UU No. 19/1992 jo UU No. 
14/1997 sedikit banyak telan diharmonisasikan dengan TRIPs. Dalam ketentuan 
terse but tetap memberi keleluasaan kepada pihak-pinak dalam perjanjian dan 
memberi kelonggaran ternadap iklim usana. Sedangkan peraturan pelaksanaan 
mengenai perjanjian Jisensi hak merek yang dibutuhkan belum terbentuk. Hal ini 
tentunya sangat disayangkan karena di dalam Rancangan Pemturan Pemerintah 
(RPP) tersebut juga dialur mengenai syarat dan tata cam agar perjanj ian Iisensi 
hak merek dapat dicatatkan. 
h. 	 UU No. 14/1997 memuat ketentuan pengecualian alas penghapusan merek 
terdaflar dengan alasan non use. Disamping itu gllgatan pembataJan atau 
penghapusan merek terdaftar dapal diajukan menjadi satu gugatan dengan 
tuntutan ganti rugi. Dan harus ada hubungan kausalitas antara kerugian yang 
ditimbulkan dengan adanya penggunaan merek yang be:rsaogkutan. 
c. 	 Adanya UU No. 10/1995 memberikan kesempatan bagi licensor maupun licensee 
unluk meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan penghentian, 
penyerahan dan pengeluaran serta pemusnahan barang-barang yang menggun.aKall 
merek secara tanpa hak dari laJu-liotas perdagangan. Hal ini dilakukan agar 
tercipta penegakan hukum yang efektif terhadap pe-Ianggaran hak alas merek. 
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2. Saran 
a. 	 Adanya keharusan untuk mencatatkan perjanjian lisensi hak merek menjadi 
penting bagi kepastian hukum para pihak yang bersangkutan (licensor dan 
licensee) maupun bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Sehingga pencatatan 
perjanjian lisensi hak merek haruslah dilakukan secermat mungkin oleh pegawai 
pencatat di Kantor Merck agar dapat dihindari adanya perjanjian lisensi hak 
merek yang merugikan pihak pemegang lisensi hak merek. 
b. 	 Ketentuan mengenai larangan membuat perjanjian lisensi hak merek yang sering 
dimuati dengan syarat-syarat yang kurang menguntungkan licensee hendaknya 
memuat krileria larangan tersebut. Dan hal ini dapat dilak.ukan melalui suatu 
peraturan pemerinlah yang san gat diharapkan segera terbentuk. Hal ini perlu 
mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah agar para pihakOicensor dan 
licensee}tidak ragu-ragu dalam membuat perjanjian lisensi hak merck. 
c. 	 Penegakan hukum merek hendaknya diJakukan seeara serius dan konsisten, agar 
dapat dihindarkan terjadinya kerugian bagi pemilik merek terdaftar maupun 
pemegang lisensi hak merek pada khususnya dan konsumen pada umumnya. 
Selaill itu ketentuan mengenai pem usnahan barang hasi I pelanggaran merek 
sebaiknya diikuti dengan tindakan aparat yang tegas dan transparan agar tidak 
menimbulkan KKN (Korupsi. Kolusi dan Nepotisme). 
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